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PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2014 
TENTANG 

PROPORSI PENDANAAN 
KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) 
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui 
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang 
Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah 
Sejahtera; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana 
telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2013; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan 
Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2011 
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat 
Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan 
Rakyat; 

8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan 
Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah 
Sejahtera; 

9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan 
Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan 
Rumah Sejahtera; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG 
PROPORSI PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN 
PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Pusat Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah 

unit organisasi non struktural pada Kementerian Perumahan Rakyat 
yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan 
Kementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan 
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